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INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer melalui
kuesioner kepada 275 orang rumah tangga di Kecamatan Gamping yang
dijadikan responden. metode analisis yang digunakan dalam penelitain ini adalah
(CVM), Deskriptif Statistika, dan Binary Logistik. Hasil dari penelitian ini
menunjukan 208 responden bersedia membayar, 67 responden tidak bersedia
membayar. Besarnya nilai rata-rata yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat
adalah Rp. 42.000. variabel pendidikan, pendapatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap (WTP), sedangkan variabel persepsi berpengaruh signifikan
dan negatif terhadap (WTP), variabel yang tidak berpengaruh terhadap besarnya
(WTP) yaitu usia, jumlah anggota keluar dan jarak tempat tinggal dari lokasi
TPA.

Kata kunci: Willingness to Pay; Pengelolaan Sampah Terpadu; Contigent
valuation method; Binary logistic



ABSTRACK

This research was conducted by taking primary data through
questionnaires to 275 person households in the district of Limestone which the
respondent. Methods of analysis used in this research are Descriptive statistics,
(CVM), and Binary Logistic. The results of this research show the 208
respondents are willing to pay, the 67 respondents were not willing to pay. The
magnitude of the average value of willing to pay by the community is Rp.42,000.
Education, income variable is positive and significant effect against the (WTP),
whereas variables have no effect against the magnitude of the (WTP) i.e. age,
the number of members out and distance of residence from the landfill.

Keywords: Willingness to Pay; Integrated Waste Management; Contigent
valuation method, and Binary Logistic.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki
jumlah penduduk yang banyak dan terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah
penduduk sebanyak 255,993,674 jiwa atau 3,5% dari jumlah penduduk dunia
(CIA World Factbook, 2015). Seperti negara berkembang pada lainya, kebijakan
yang diterapkan oleh pemerintah berorientasi untuk meningkatkan konsumsi
pada masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat dari kegiatan konsumsi dan produksi
yang terus meningkat tersebut jumlah limbah yang dihasilkan juga terus

bertambah (Polzer, 2015).

Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat seperti
produksi dan konsumsi akan menghasilkan sisa maupun limbah yang sudah
tidak terpakai lagi atau yang sering disebut sampah. Peningkatan jumlah sampah

merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari pembangunan ekonomi.



Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun produksi sampah yang

dihasilkan juga akan mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Volume Sampah Rata-rata Per Hari di Kabupaten Sleman Per

Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan Jumlah Volume

Penduduk | Sampah
Mayundan 37,936 94,8
Minggir 39,069 97,7
Seyegan 69,501 173,8
Godean 75,990 190,4
Gamping 97,060 248,5
Mlati 98,378 245,9
Depok 132,445 331,1
Berbah 51,494 129,9
Prambanan 63,676 159,2
Kalasan 74,304 185,8
Ngemplek 63,002 157,6
Ngaglik 101,352 253,4
Sleman 69,501 173,8
Tempel 66,367 165,9
Turi 40,481 101,2
Pakem 38,838 97,1
Cangkringan 33,449 83,6

Sumber: BLH Kabupaten Sleman, 2015 data diolah

Tabel 1.1 Bahwa menggambarkan Kecamatan Gamping hanya
menduduki peringkat keempat dalam jumlah populasi penduduk setelah
Kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati. Namun jumlah volume sampah lebih besar
dibandingkan dengan Kecamatan Mlati yang memiliki penduduk lebih banyak
dari Kecamatan Gamping. Kecamatan Gamping pengelolaan sampah dilakukan

secara Konvensional.



Selama perencanaan kebijakan lingkungan, penting untuk menyelidiki
faktor sosial yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku
lingkungan. Secara khusus agar kebijakan lingkungan menjadi efektif kepatuhan
masyarakat sangat penting (Anderson, 2006). Oleh karena itu, pemerintah
penting untuk menyelidiki persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap
pengelolaan sampah. Hal itu memang perlu persepsi dan kesadaran dari
masyarakat, jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka

timbulan sampah bisa dikurangi.
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Gambar 1.1 Pengelolaan Sampah Terpadu

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas penelitian ini bertujuan:



. Mengukur besarnya willingness to pay untuk pengelolaan sampah
terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.

. mengetahui pengaruh Usia terhadap willingness to pay untuk
pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan
Gamping.

. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terakhir terhadap
willingness to pay untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah
tangga di Kecamatan Gamping.

. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap willingness to pay untuk
pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan
Gamping.

. Mengetahui pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap
willingness to pay untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah
tangga di Kecamatan Gamping.

. Mengetahui pengaruh jarak tempat tinggal dengan tempat
pembuangan akhir terhadap willingness to pay untuk pengelolaan
sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping

. Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab
pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap willingness to
pay pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan

Gamping.



TINJAUAN PUSTAKA

Sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan
dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bisa dipakai kalau dikelola
oleh produser yang baik. Sampah anorganik adalah berasal dari sumber daya
alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
Beberapa dari bahan ini tidak terdapat dialami seperti plastk dan aluminium,
sebagaian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam,
sedangkan sebagain lainya hanya dapat diuraikan dengan jakau waktu yang

sangat lama ( Manik: 2007 67-68).

Menurut Hartono (2008) jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya.
Sampah dipilih menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau
sampah basah yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedauanan
dan sampah dapur sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami.
Sementara itu sampah anorganik yaitu sampah yang tidak terurai misalnya karet,
plastik, kaleng dan logam merupakan bagian sampah kering. Menurut Suryati
(2009) ada tiga cara mudah dan aman untuk mengatasi masalah sampah, cara ini

dikenal dengan prinsip 3R.

Sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem manajemen yang
mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan
perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terikat, seperti aspek ekonomi,

lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek ekonomi secara



simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang
terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri,

2007).
METEDOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer. Data primer
adalah melalu survei lapangan yang mengunakan semua metode pengumpulan
data original, dengan cara menggunakan kuesioner. Subjek dalam penelitian ini
adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Nilai rata-rata willingness to pay diperoleh melalui
menjumlahkan keseluruhan nilai willingness to pay dibagi dengan
jumlah responden.

Estimasi nilai rata-rata willingness to pay dirumuskan sebagai berikut:

Y = 1WTPi
n

EWTP =

Dimana :

EWTP = Estimasi rata-rata willingness to pay

Wi = Nilai willingness to pay ke —i

n = Jumlah responden

i = Responden ke-i yang bersedia membayar (i=1,2,3,4,....n)
Perumusan model dalam penuh dapat diuraikan sebagai berikut:
WTP = o+ B1USi + B.PDPTN; + BsPNDDKN; + BsJAK + BsJTTTPA + BsPS

+ €



Dimana :

WTP = Nilai Willingness To Pay (Rp)
Bo = Intersep

B1.. B2 = Koefisien Regresi

usS = Usia

PNDDKN = Pendidikan

PDPTN = Pendapatan

JAK = Jumlah anggota keluarga
JTTTPA = Jarak tempat tinggal ke TPA
PS = Persepsi

e = eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

. Deskriptif Statistik
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel
statistik deskriptif berikut dalam studi ini dapat dilihat secara rinci dalam Tabel

5.1



Tabel 5.1

Deskriptif Statistik

N | Minimum Maximum Mean

WTP 275 0,00 1,00 0,7273
AGE 275 17,00 69,00 33,5818
EDU 275 6,00 24,00 11,9164
INC 275 | 5000000,00 | 15000000,00 | 2598396,3636
FAM 275 0,00 7,00 3,9673
DIST 275 23,00 27,00 24,8691
Persepsi 275 0,00 1,00 0,5164
Valid N (listwise) | 275

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 1)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini
menunjukan dari 275 responden, nilai yang tertinggi kesediaan untuk membayar
pengelolaan sampah terpadu untuk peningkatan mutu 1 dan nilai yang terendah
untuk kesediaan membayar yaitu 0. Dari hasil juga menunjukan bahwa hasil
penelitian yang didominasi oleh responden yang bersedia membayar untuk
pengelolaan sampah pada rumah tangga Rp 42,000,00.

. Regresi Binari Logistik

Uji Ketetapan Klasifikasi

Uji ketetapan klasifikasi menunjukan ketetapan prediksi dari model
regresi dalam memprediksi peluang Willingnness to pay dalam pengelolaan
sampah terpadu di Kabupaten Sleman. Hasil uji ketetapan klasifikasi di

gambarkan dalam tabel 5.2 dibawah ini.
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Tabel 5.2
Hasil Uji Ketetapan Klasifikasi

Predicted
Obseved WTP
(42,000)
Tidak Percentege
Bersedia Bersedia Correct
membayar membayar
Willingness | Tidak

Step To Pay Bersedia 17 58 22,7
1 Bersedia 12 188 94,0
Overall Percentage 74,5

Sumber : Data primer diolah (Lampiran 2)

Dalam Tabel 5.2 di atas diperoleh bahwa pada kolom prediksi responden
yang bersedia membayar adalah sebanyak 246 orang, yang artinya tidak sesuai
dengan hasil yang diperoleh pada pengamatan langsung yang sebanyak
sebanyak 200 orang. Sedangkan persentase yang tidak bersedia membayar
adalah sebanyak 29 orang, sementara dari hasil pengamatan sebenarnya adalah
75 orang, maka persentase klasifikasi akurasi dalam model penelitian ini adalah
74,5%. Yang artinya bahwa dalam 100 pengamatan ada 74,5 observasi yang

sesuai klasifikasi oleh model logistik.

. Uji Nagelkerke R Square

Uji Nagelkerke R Square dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
persentase kecocokan antara model dengan nilai berkisaran antara nol (0) sampai

dengan satu (1). Jika nilai Nagelkerke R Square satu (1) maka dapat diartikan
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terdapat kecocokan sempurna antara variabel terikat dengan variabel bebas.
Dimana hasil uji Nagelkerke R Square ditunjukan pada Tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3
Uji Nagelkerke R Square

-2 Log Cox dan Snell | Nagelkerke R
Step likelihood R Square Square

1 279,953 | 0,143 0,207
Sumber : Data primer diolah (Lampiran 3)

Dari hasil uji Nagelkerke R Square dalam Tabel 5.3 diperoleh nilai
Nagelkerke R Square sebesar 0,207 atau 20,7%, dapat dijelaskan bahwa variabel
independen dapat menjelaskan variabel dependen 0,207 atau 20,7%, sementara
sisanya 0,793 atau 79,3% yang dijelaskan diluar model.

. Uji Hosmer dan Lemeshow

Tabel 5.4
Uji Hosmer dan Lemeshow

Step Chi- square Df | Sig.
1 3,475 8 | 0,901
Sumber: Data primer diola (Lampiran 4)

Dapat digambarkan pada Tabel 5.3 hasil dari uji Hosmer dan Lemshow
menunjukan bahwa nilai Chi-square adalah 3,475 dengan pentingnya nilai
sebesar 0,901 yang menunjukan bahwa variabel usia, pendidikan, pendapatan,
jumlah anggota rumah tangga, jarak tempat tinggal dari lokasi TPA dan persepsi
masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah dipenelitian ini dapat
memprediksi variabel kesediaan untuk membayar sehingga penelitian model

layak digunakan untuk penelitian.
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2. Uji Signifikansi

a. Uji Signifikansi Simultan (Overall Test)

Tabel 5.5
Uji Signifikansi Simultan

Chi-Square Df Sig.
Stepl  Step 46,072 6 0,000
Block 46,072 6 0,000

Model 46,072 6 0,000

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 5)

Hasil Uji Signifikan dalam Tabel 5.5 menjelaskan bahwa nilai Chi-
square Model sebesar 46.072 dengan nilai probabilitas signifikansi model
sebesar 0,000 < 0,10 (alpha tingkat 10%). Dengan hal ini, dapat dilihat
kesimpulan bahwa variabel usia, pindidikan, pendapatan, jumlah anggota rumah
tangga, jarak tempat tinggal dengan lokasi TPA dan persepsi masyarakat
terhadap tanggung jawab pemerintah secara simultan mempengaruhi variabel
dependen atau salah satunya terdapat satu variabel independen yang

mempengaruhi variabel terikat.
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b. Uji Signifikan Parsial (Partial Test)

Tabel 5.6

Uji Signifikansi Parsial
B Wald | Exp (B)
0,022

AGE (0,014) 2,298 | 1,022
0,130**

EDU (0,053) 6,162 | 1,139
0,000*

INC (0,000) 7,916 | 1,000
-0,182

FAM (0,199) 2,313 | 0,834
0,142

DIST (0,114) 1,670 | 1,158
-0,659**

Persepsi (1) | (0,310) 4,530 | 0,517
-4,476

Step 1 | Constant (2,865) 2,440 | 0,011

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 6)
Keterangan variabel dependen: dummy WTP; () menunjukan koefisien

dari standar error; * Signifikan dilevel 1% (o = 0,01% ) ; **Signifikan di
level 5% (a =0,05% ) ;*** Signifikan di level 10 % (a=0,10% )

Dari Tabel 5.5 menggunakan tingkat kepercayaan dalam 1% dan 5%
menunjukan sebuah variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan jika
memiliki nilai kepercayaan < 0, 01, < 0,05, <0,01. Dalam tabel diatas diketahui
bahwa variabel pendidikan, pendapatan dan persepsi masyarakat terhadap
tanggung jawab pemerintah memiliki pengaruh terhadap variabel kesediaan

untuk membayar.
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1. Variabel Usia
Tingkat signifikansi pada variabel usia ialah 0,130 angka tersebut lebih
besar dari 5% atau 0,05. Dimana hal tersebut menunjukan bahwa pada variabel
usia tidak mempunyai pengaruh terhadap willingness to pay responden dalam
pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
2. Variabel Tingkat Pendidikan Terakhir
Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa tingkat variabel
pendidikan memiliki hubungan yang signifikansi pada tingkat 5% artinya
signifikan nilai variabel <0,05 adalah 0,013 sehingga dapat dinyatakan bahwa
pendidikan secara signifikansi mempengaruhi willingness to pay untuk
pengelolaan sampah terpadu. Nilai koefisien dari variabel tingkat pendidikan
terakhir ialah sebesar 0,130 menunjukan ada hubungan positif dengan nilai odd
ratio sebesar 1,139 yang artinya ketika pendidikan responden yang pendidikanya
lebih tinggi memiliki kesediaan membayar 1,139 kali lebih besar dibandingkan
pendidikan yang lebih rendah.
3. Variabel Pendapatan
Dari Tabel 5.6 dapat dilihat tingkat signifikan pada variabel pendapatan
sebesar 0,005 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. maka dapat dijelaskan bahwa
variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay.
Regresi dengan koefisien dari variabel pendapatan ialah sebesar 0,000 sehingga
dapat dinyatakan bahwa pendapatan mempunyai hubungan positif terhadap

willingness to pay dan pada nilai odd ratio variabel pendapatan 1,000. Yang
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artinya ketika pendapatan meningkat maka akan memiliki kesediaan membayar
sebesar 1,000 kali lebih besar dibandingkan dengan responden berpendapatan
rendah.
. Variabel Jumlah Anggota Rumah Tangga

Nilai dari variabel jumlah anggota rumah tangga jumlah tingkat
signifikansi sebesar 0,128, lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel jumlah
anggota rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap willingness
to pay untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan
Gamping.
. Variabel Jarak Tempat Tinggal dari Lokasi TPA

Dari hasil regresi binary logistic tingkat signifikansi terhadap variabel
jarak tempat tinggal dari lokasi TPA sebesar 0,196 lebih besar dari 0,05 yang
menunjukan variabel jarak tempat tinggal dari lokasi TPA tidak ada pengaruh
terhadap kemauan membayar untuk pengolahan sampah terpadu pada rumah
tangga.
. Variabel Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah

Hasil regresi pada Tabel 5.6 variabel persepsi masyarakat terhadap
tanggung jawab pemerintah untuk pengelolaan sampah memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,033 atau signifikan pada tingkat 5% yang artinya variabel
tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel willingness to pay. Nilai
koefisien sebesar -0,659 menunjukan bahwa variabel persepsi masyarakat

terhadap tanggung jawab pemerintah untuk pengelolaan sampah berhubungan
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negatif terhadap willingness to pay dan nilai odd ratio pada penelitian ini ialah
sebesar 0,517 dimana dapat diartikan ketika masyarakat memiliki persepsi
bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah sebesar 0,517
kali lebih kecil dibandingkan ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa tidak
ada tanggung jawab pemerintah tarhadap pengelolaan sampah terpadu pada
rumah tangga.
PEMBAHASAN
. Pengaruh usia terhadap willingness to pay

Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel usia tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap willingness to pay untuk pengolahan sampah terpadu,
artinya baik usia muda maupun tua tidak berpengaruh terhadap besarnya
willingness to pay. Namun dilihat dari hasil studi ini dari berbagai usia baik
muda maupun tua tidak menjamin untuk mau membayar lebih.
. Pengaruh pendidikan terakhir terhadap willingness to pay

Hasil yang menunjukan dari penelitian ini ialah variabel pendidikan
terakhir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap willingness to pay, nilai
koefisien pendidikan memiliki tanda hubungan positif dimana ketika tingkat
pendidikan responden tinggi, maka akan meningkatkan kesediaan untuk
membayar pengolahan sampah terpadu pada rumah tangga.

ketika seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi kemauan

untuk membayar dalam meningkatkan kualitas untuk pengelolaan sampah. Hal
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ini ditambah dengan ketika responden yang memiliki lebih tinggi pendidikan
formal akan lebih rasional dalam membuat keputusan.
3. Pengaruh Pendapatan Terhadap Willingness to Pay

Dari hasil studi ini menunjukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh
signifikan, terhadap willingness to pay untuk pengelolaan sampah terpadu pada
rumah tangga. Dimana nilai dari koefisien variabel pendapatan memiliki tanda
hubungan yang positif, itu menandakan bahwa ketika tingkat pendapatan
responden tinggi maka akan meningkatkan kemauan responden untuk membayar
pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga.

Artinya lebih tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka mereka
akan bersedia mengeluarkan uang tambahan untuk meningkatkan pengelolaan
sampah terpadu pada rumah tangga.

4. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Willingness To Pay

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan regresi binary logistic
menunjukan bahwa variabel jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap willingness to pay. Secara teoritis bisa dikatakan bahwa nilai
WTP tergantung pada persepsi induvidu, bukan pada perilaku pasar, karena
tidak adanya pengaruh variabel dengan jumlah tergantung pada kesediaan untuk
membayar. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat dalam
kesediaan membayar sampah tidak mempertimbangkan jumlah anggota
keluarganya.

5. Pengaruh Jarak Tempat Tinggal dari Lokasi TPA Terhadap Willingness To Pay
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Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel jarak tempat tinggal
dari lokasi TPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap willingness to pay.
Dari hasil penelitian yang sesungguhnya di tempat penelitian, para responden
tidak ingin membayar lebih besar meskipun jarak tempat tinggal jauh dari lokasi
TPA. Karena dilihat dari penelitian sesungguhnya bahwa setiap individu
kemauan untuk membayar tidaklah sama, meskipun jarak tempat tinggalnya jauh
dari lokasi TPA.

. Pengaruh Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap
Willingness To Pay

Dari hasil penelitian ini menunjukan variabel persepsi berpengaruh
signifikan terhadap willingness to pay, dan memiliki hubungan negatif artinya
ketika masyarakat memiliki prespsi bahwa tanggung jawab pemerintah
meningkat maka kemauan membayar masyarakat untuk pengelolaan sampah
terpadu akan rendah. Hubungan negatif antara variabel persepsi masyarakat
bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah terpadu dengan
WTP ini ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa tanggung jawab
pemerintah untuk pengelolaan sampah terpadu meningkat maka responden
membayar untuk pengelolaan sampah tidak bertambah. Fenomena yang terjadi
saat ini, ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa tanggung jawab pemerintah
untuk pengelolaan sampah tinggi, akan tetapi masyarakat tidak menjamin ingin
membayar lebih. Dikarenakan masyarakat selalu mengandalkan dengan adanya

tanggung jawab pemerintah tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam
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membantu pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sampah terpadu, dan
dalam beberapa waktu kedepan sampah rumah tangga pasti akan selalu
bertambah, serta struktur pemerintahannya akan berubah pada masanya dan

suatu saat pasti ada kebijakan yang baru.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat
diperoleh hasil kesimpulannya.
. Kesediaan untuk membayar nilai pengelolaan sampah terpadu sebesar 74,5
kesediaan untuk membayar variabel adalah variabel dummy, 0 menjelaskan
ketidak tersediaan dan 1 menjelaskan kemauan untuk membayar pengelolaan
sampah terpadu pada rumah tangga. Dari 275 responden didominasi oleh
responden yang bersedia membayar dalam peningkatan pengelolaan sampah
terpadu pada rumah tangga melalui tagihan sebesar Rp. 42,000.
. Dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel usia tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap willingness to pay untuk pengelolaan sampah
terpadu pada rumah tangga. Hal ini disebabkan usia tidak menjamin dalam
pemahaman responden baik usia tua akan membayar lebih besar, dibandingkan
dengan usia mudah dalam pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga .
Dengan ini hipotesis ditolak.
. Dilihat dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa variabel pendidikan
memiliki pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap willingness to pay
untuk pengelolaan sampah terpadu. Yang artinya dimana ketika lebih tinggi
tingkat pendidikan terakhir, maka lebih tinggi pula pemahaman maupun

kesadaran responden terhadap pengelolaan sampah, maka akan meningkatkan
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. kemauan membayar untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga.
Dengan ini hipotesis diterima.

. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan memiliki
pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap willingness to pay
pengelolaan sampah terpadu. Artinya keinginan responden untuk kemauan
membayar akan lebih besar ketika pendapatanya meningkat, dimana ketika
terjadi kenaikan pendapatan pada responden, maka akan meningkatkan kemauan
membayar responden untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga .
Dengan ini hipotesis diterima.

. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa variabel jumlah anggota tidak
berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay dalam pengelolaan sampah
terpadu. Dalam variabel ini sudah dijelaskan bahwa kemauan membayar
tergantung pada pilihan perilaku induvidu, bukan dari berapa anggota
keluarganya. Maka dalam pengambilan keputusan kemauan membayar tidak
terpengaruh oleh sedikit atau banyak jumlah anggotanya. Dengan ini hipotesis
ditolak.

. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel jarak tempat tinggal
dari lokasi TPA, tidak berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay dalam
pengolaan sampah terpadu pada rumah tangga. Artinya jarak lokasi tempat
tinggal dengan lokasi TPA tidak berpengaruh pada kemauan membayar, baik
jauh atau pun dekat. Dengan ini hipotesis ditolak.

. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi masyarakat

terhadap tanggung jawab pemerintah, berpengaruh signifikan dan berhubungan
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negatif terhadap willingness to pay dalam pengelolaan sampah terpadu. Yang
artinya dimana ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa tanggung jawab
pemerintah meningkat terhadap pengelolaan sampah, maka kemauan membayar
responden terhadap pengelolaan sampah terpadu tidak akan bertambah,
mengingat dengan adanya tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan
sampah masyarakat selalu mengandalkannya, tanpa adanya partisipasi untuk
meningkatkan pengelolaan sampah serta sampah rumah tangga setiap harinya
akan bertambah dan struktur pemerintahnya pasti akan berubah pada masanya .
Dengan hipotesis diterima.
BATASAN PENELITIAN
1. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gamping dan rata-rata populasi
sibuk kerja sehingga untuk menggali informasi kepada responden cukup
sulit karena beberapa diantaranya memiliki kegiatan lain dan tidak mau
diwawancarai.
2. Variabel independen menggambarkan variabel dependen hanya sebesar
20%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model luar penelitian ini. Hal ini
karena penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe data primer.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini dapat disarankan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa masih adanya

responden yang tidak bersedia membayar untuk meningkatkan pengelolaan
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sampah. Maka penulis menyarankan agar semua masyarakat bersedia
membayar demi meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik, adapun
nominal pembayarannya adalah sebesar 42,000.

. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap
willingness to pay dalam pengelolaan sampah meski begitu, penulis
menyarankan agar kesadaran terhadap lingkungan dalam pengelolaan
sampah dapat ditanamkan sejak dini.

. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa lebih tinggi tingkat
pendidikan responden, maka tingkat kesadaran dan tingkat willingness to
pay dalam pengelolaan sampah juga tinggi. Penulis menyarankan agar
apapun tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran dan kesediaan membayar
untuk pengelolaan sampah tetap tinggi atau merata agar pengelolaan
sampah dapat terlaksanakan secara optimal.

. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingginya pendapatan yang diterima
oleh masyarakat, maka akan lebih tinggi pula kesediaan untuk membayar.
Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar ada peraturan yang mengatur
jumlah tagihan pengelolaan sampah yang didasarkan pada jumlah
pendapatan yang diterima atau berdasarkan volume sampah yang
dikeluarkan.

. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah anggota dalam keluarga tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap willingness to pay dalam

pengelolaan sampah. meski begitu, keluarga dengan jumlah anggota lebih
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banyak tentu akan menghasilkan sampah yang lebih banyak pula. Penulis
menyarankan agar setiap keluarga bersedia untuk mengurangi jumlah
sampah dan bersedia membayar untuk pengelolaan sampah terpadu.

. Hasil penelitian menunjukan bahwa jarak tempat tinggal responden dengan
TPA tidak berpengaruh terhadap willingness to pay pengelolaan sampah
terpadu pada rumah tangga. Meski begitu, penulis menyarankan agardi
bangun TPA lain selain di TPA piyungan untuk mengantisipasi kelebihan
volume sampah dimasa yang akan datang.

. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya keterlibatan pemerintah
dalam pengelolaan sampah, maka akan menurunkan kesadaran masyarakat
dalam hal pengelolaan sampah karena cenderung selalu mengandalkan
pemerintah. Penulis menyarankan agar masyarakat ikut serta berkontribusi
dalam pengelolaan sampah, mengingat sampah merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat.

. Secara keseluruhan, penulis menyarankan agar pengelolaan sampah ini
dapat disikapi dengan serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu
sendiri. Pengelolaan sampah ini bisa dilakukan berupa pengurangan volume
sampah maupun membayar iuran untuk pengelolaan sampah yang lebih

efisien.
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